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Abstrak
 

Tesis dengan judul "Penyelesaian Sengketa Partai Politik : Studi kasus terhadap sengketa partai politik

setelah pemilu Tahun 2004" ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan titik berat

pada penelitian normatif. Seperti kita ketahui pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah

satu pencerminan hak warga Negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam hal ini.

 

Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Namun, apa yang terjadi di Indonesia, keberadaan

partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi ini belum dapat terwujudkan secara benar-benar. Hal ini

karena banyak partai politik yang masih saja bersengketa demi mempertahankan dan melanggengkan

"kekuasaan" mereka. Semenjak diberlakukan Undang-undang Nomor 31 tahun 2002' tentang Partai Politik,

telah ada pengaturan mengenai peradilan perkara partai politik dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam

intern kepengurusan partai politik. Sengketa partai politik yang terjadi ini antara lain bisa mengenai sengketa

yang terjadi intern partai politik, sengketa antara partai politik dan sengketa antara partai politik dengan

pemerintah yang terkait dengan Tata Usaha Negara karena berobyek pada Keputusan Tata Usaha Negara

yang konkret, individual dan final.

 

Setelah pemilu tahun 2004 ternyata menyisakan beberapa permasalahan yaitu mengenai sengketa partai

politik. Ada beberapa partai politik yang sampai saat ini masih terus ribut dan belum menyelesaikan

sengketanya. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa partai politik ini yaitu dengan cara litigasi

dan non-litigas. Melalui litigasi ini dilakukan melalui pengadilan. Kompetensi pengadilan untuk

menyelesaikan sengketa partai politik dalam hal sengketanya tidak berobyek Keputusan Tata Usaha Negara

maka akan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri tetapi apabila sengketanya berobyek Keputusan Tata

Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final maka menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha

Negara.

 

Kemudian melalui cara non-litigasi adalah melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa(MAPS)

atau ADR (Alternatif Dispute Resolution) seperti negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Pihak-pihak

yang terlibat dalam penyelesaian sengketa partai politik ini adalah partai politik dalam hal sengketanya

merupakan sengketa intern partai sendiri, pengadilan apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan

dalam intern partai mereka sehingga diajukan ke pengadilan.

 

Pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM RI (d/h} Departemen Kehakiman dan HAM RI

tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa intern partai politik karena Departemen

Hukum dan HAM hanya mempunyai kewenangan pengawasan saja sesuai Pasal 23 huruf a,b,c dan d
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Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002. Adanya sengketa partai politik yang berlarut-larut akan berakibat

tidak berjalannya fungsi-fungsi partai politik sehingga dapat menghambat jalannya proses demokrasi di

Indonesia. Diperlukan kesadaran masing-masing pihak yang bersengketa agar tidak mementingkan egonya

sendiri tetapi hendaknya memikirkan kepentingan lain yang lebih luas, yaitu berlangsungnya demokrasi di

negara ini.


